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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang 

calon tunggal dalam pemilihan pemilihan kepala daerah, mahkamah 

konsrtitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 2015 agar daerah yang tidak memenuhi syarat paling sedikit 

dua pasangan calon dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 

pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Hal ini dikarenakan sangat merugikan 

hak konstitusional warga negara yaitu hak pilih dan memilih, hanya karena 

tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala 

daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan 

sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak 

konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap 

dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah 

dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan 

dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan 

calon. Dan mekanisme dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan 

calon (calon tunggal) menurut Mahkamah Konstitusi memilih “Setuju” atau 

“Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga 
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memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau 

“Tidak setuju”. 

2. Dalam Islam demi kepentingan masyarakat, maka suatu kewajiban bagi 

masyarakat (umat) untuk mengangkat seorang pemimpin yang berfungsi 

sebagai pengatur dan pengontrol aturan, kepentingan, hak dan kewajiban 

baik secara personal maupun kolektif. keberadaan seorang pemimpin sangat 

dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegakkan keadilah 

dimuka bumi. Dalam hal ini pemilihan kepala daerah umat Islam haruslah 

selektif dalam memilih seorang pemimpin, dan kepala daerah (gubernur 

Provinsi) diangkat oleh khali>fah. Karena dalam pemerintahan Islam khali<fah 

dibantu oleh para wali yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurusi 

wilayah atau propinsi, Wali diangkat oleh khali<fah bukan dalam artian 

pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada 

konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khali<fah, 

bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurusi urusan masyarakat.  
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